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ABSTRACT
The benefit of registering Intellectual Property of an Brand Intellectual

Work is essential to protect our creative assets. The indifference in the
maintenance of Intellectual Property may lead to remorse especially when the
Brand Work is becoming widely known, protecting the trademark of the
Intellectual Property right from the acknowledgment of others. For the
implementation of registration of Intellectual Property, process / procedure is
required, such as applying after completion of all required requirements. In
addition to these conditions, which is not less important is that each registration is
charged differently depending on what he enrolled. The process / procedure is set
in different laws and regulations depending on the registration of what you want
done, eg Copyright, Brand and others. Obstacles encountered in the field, no
registration, especially patents, between the costs and benefits obtained less
comparable. The relatively large cost is spent while the economic value obtained
is still small for now.

ABSTRAK
Manfaat mendaftarkan Hak Milik Intelektual (HKI) dari suatu

Merek/Brand/Karya intellektual adalah penting untuk melindungi aset kreatif
yang kita miliki. Keacuhan dalam mengurus Hak Milik Intelektual   dapat
berujung pada penyesalan terutama ketika Merek/Brand/Karya kita menjadi
dikenal luas, melindungi merek/brand Hak Milik Intelektual   tersebut dari
pengakuan orang lain. Untuk terlaksananya pendaftaran Hak Milik Intelektual,
diperlukan proses/prosedurnya, seperti mengajukan permohonan setelah
melengkapi semua persyaratan yang syaratkan. Disamping syarat-syarat tersebut,
yang tidak kalah pentingnya adalah setiap pendaftaran tersebut dikenai biaya yang
berbeda-beda tergantung apa yang didaftarkannya tersebut. Proses/prosedurnya
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda tergantung pendaftaran
apa yang ingin dilakukan, misalnya Hak Cipta, Merek dan lain-lain. Kendala yang
ditemui dilapangan, tidak dilakukan pendaftaran, khususnya paten, antara biaya
dan manfaat yang diperoleh kurang sebanding. Biaya yang relatif besar
dikeluarkan sedangkan nilai ekonomi yang didapat masih sedikit untuk saat ini.

Kata Kunci: Manfaat, Prosedur, kendala pendaftaran HKI
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A. Pendahuluan
Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berfikir

yang menghasilkan suatu produk  atau proses yang berguna untuk manusia.
Dalam ilmu hukum, hak kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan
khususnya hukum benda (zakenrecht) yang mempunyai objek benda inteletual,
yaitu benda yang tidak berwujud yang bersifat immaterial maka pemilik hak atas
kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa saja sesuai dengan
kehendaknya.

Dalam Pasal 7 TRIPS ( Tread Related Aspect of Intellectual Property
Right) dijabarkan tujuan dari perlindungan dan penegakkan HKI adalah sebagai
berikut  Perlindungan dan penegakkan hukum HKI burtujuan untuk mendorong
timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya
manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi,
menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan
kewajiban.

B. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual
1. Prinsip Ekonomi, yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang

bersangkutan.
2. Prinsip Keadilan, yang akan memberikan perlindungan dalam

pemilikannya.
3. Prinsip Kebudayaan, yang akan meningkatkan taraf kehidupan, peradaban

dan martabat manusia yang akan memberikan keuntungan bagi
masyarakat, bangsa, dan negara.

4. Prinsip Sosial, yang akan memberikan perlindungan berdasarkan
keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

C. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
Pengaturan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat

ditemukan dalam :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu.
D. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan WIPO hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua
bagian, yaitu :
a. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi penciptaan atau penerimaan hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk
itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (economic righst) dan hak moral (moral
rights).
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Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan
serta produk hak terkait, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada
diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa
alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.
Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, sehingga hak cipta dapat
dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat,
perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan.
Hak cipta yang dimiliki oleh ahli waris atau penerima wasiat tidak dapat
disita kecuali jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.
Menurut Undang-Undang, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup :

1. Buku, program, dam semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentinga pendidikan dan ilmu

pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, senia ukir, seni

kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, tasir, saduran, bung rampai, database, dan karya lain dari

hasil pengalihwujudan.
Dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2002 tentang  Hak Cipta diatur masa/jangka waktu untuk suatu ciptaan
berdasarkan jenis ciptaan.

1. Hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus menerus berlangsung
hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika pencipta terdiri
dari dua atau lebih, hak cipta berlaku sampai 50 tahun setelah pencipta
terakhir meninggal dunia. (ex: buku, lagu, drama, seni rupa, dll)

2. Hak cipta dimiliki oleh suatu badan hukum berlau selama 50 tahun sejak
pertama kali diumumkan. (ex: program komputer, fotografi, dll)

3. Untuk perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama50 tahun
sejak pertama kali diterbitkan.

4. Untuk penciptaan yang tidak diketahui penciptanya, dan peninggalan
sejarah dan prasejarah benda budaya nasional dipegang oleh negara,
jangka waktu berlaku tanpa batas waktu.

5. Untuk ciptaan yang belum diterbitkan dipegang oleh negara, ciptaan yang
sudah diterbitkan sebagai pemegang hak cipta dan ciptaan sudah
diterbitkan tidak diketahiu pencipta dan penerbitnya dipegang oleh negara,
dengan jangka waktu selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali
diketahui secara umum.
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6. Untuk ciptaan yang sudah diterbitkan penerbit sebagai pemegang hak
cipta, jangka waktu berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali
diterbitkan.
Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain

berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melakukan perbuatan hukum
selama jangka waktu lisensi dan berlaku di seluruh wilayah negara Republik
Indonesia.

Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada
pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta dan meminta penyitaan terhadap
benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.
Pelanggaran terhadap hak cipta telah diatur dalam Pasal 72 dan Pasal 73
Undang-Undang Nomor 19 tentang Hak Cipta, yang dapat dikenakan hukum
pidana dan perampasan oleh negara untuk dimusnahkan.

b. Hak Kekayaan Industri
 Paten

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada
inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu
tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan
kepada pihak lain untuk melaksanakan.
Adapun invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan
pemecahan masalah yan spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk
atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah insentif
serta dapat diterapkan dalam industri. Invensi dianggap baru jika pada tanggal
penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan
sebelumnya.

Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan
praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya
dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.
Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten,
paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun, terhitung sejak tanggal
penerimaan dan jangka itu tidak dapat diperpanjang. Sedangkan untuk paten
sederhana diberikan jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal
penerimaan dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang.

Paten diberikan berdasarkan permohonan dan setiap permohonan hanya
dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu
kesatuan invensi. Dengan demikian, permohonan paten diajukan dengan
membayar biaya kepada Direktorat Jenderal Hak Paten Departemen
Kehakiman dan HAM. Namun, permohonan dapat diubah dari paten menjadi
paten sederhana.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Paten, paten dapat dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan,
hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab lain yang dibenarkan oleh
peraturan perundang-undangan dengan pencatatan oleh direktorat jenderal
pengalihan paten.
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 Merek
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-

angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki
daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik
merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu
dengan menggunakan sendiri merek atau memberikan izin kepada pihak lain
untuk menggunakannya.
Jenis-jenis merek dapat dibagi menjadi merk dagang, merek jasa dan merek
kolektif.

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10
tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat
diperpanjang denga jangka waktu yang sama.

Hak merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pawarisan, hibah,
wasiat, perjanjian atau seba-sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-
undangan.

Penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan
atas prakarsa direktorat jendral berdasarkan permohonan pemilik merek yang
bersangkutan atau pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada pengadilan niaga.
Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain secara
tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya
atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, berupa gugatan ganti
rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan
merek tersebut. Sanksi yang dikenakan terhadap masalah merek berupa pidana
dan denda.

 Varietas Tanaman
Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan oleh

negara kepada pemulia tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil
pemuliaannya atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum
lain untuk menggunakan selama waktu tertentu.

Varietas tanaman yang dapat diberi perlindungan adalah dari jenis atau
spesies tanaman yang baru, yaitu belum pernah diperdagangkan di Indonesia
atau sudah diperdagangkan kurang dari satu tahun. Unik, sehingga dapat
dibedakan secara jelas dengan varietas lain. Seragam, memiliki sifat utama
yang seragam. Stabil, tidak mengalami perubahan ketika ditanam berulang-
ulang atau untuk diperbanyak melalui siklus. Dan diberi penamaan yang
selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas
Tanaman, jangka waktu PVT dihitung sejak tanggal pemberian hal PVT
meliputi 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman
tahunan.

Hak untuk menggunakan varietas dapat meliputi memproduksi/
memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan,
menawarkan, memperdagangkan, mengekspor, mengimpor.

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Varietas
Tanaman, hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah,
wasiat, perjanjian, dan sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.
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Berakhirnya hak PVT dapat disebabkan karena berakhirnya jangka waktu,
pembatalan, dan pencabutan. Dan sanksi yang diberikan untuk masalah PVT
berupa pidana dan denda.

 Rahasia Dagang
Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di

bidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena
berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia
dagang.

Perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode
pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau
bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat.

Syarat pengajuan perlindungan sebagai HKI, meliputi prinsip
perlindungan otomatis dan perlindungan yang diberikan selama kerahasiaannya
terjaga. Pemilik HKI berhak menggunakan sendiri rahasia dagang yang
dimilikinya atau memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk
menggunakannya.

Jangka waktu perlindungan rahasia dagang adalah sampai dengan masa
dimana rahasia itu menjadi milik publik.

Dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang, hak rahasia dagang dapt beralih/dialihkan karena pewarisan,
hibah, wasiat, perjanjian , dan sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.
Pengalihan harus disertai dengan pengalihan dokumen-dokumen yang
menunjukkan terjadinya pengalihan rahasia dagang.
Sanksi yang diberikan untuk masalah rahasia dagang berupa pidana dan

denda.
 Desain Industri

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau
komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan dari padanya
yang berbentuk 3D atau 2D yang memberikan kesan estetis dan dapat
diwujudkan dalam pola 3D atau 2D serta dapat dipakai untuk menghasilkan
suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Hak ini diberikan untuk desain industri yang baru, yaitu tanggal
penerimaan desain industri tidak sama dengan pengungkapan yang telah ad
sebelumnya.

Jangka waktu perlindungan terhadap hak desain industri diberikan 10
tahun sejak tanggal penerimaan dan tercatat dalam daftar umum desain industri
dan diberitakan dalam berita resmi desain industri.

Setiap hak desain industri diberikan atas dasar permohonan ke Direktorat
Jendral Desain Industri secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
Pengalihan hak ini dapat dilakukan karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian
tertulis dan sebab lain yang dibenarkan perundang-undangan dan wajib dicatat
dalam daftar umum desain industri.

Desain industri terdaftar hanya dapat dibatalkan atas permintaan
pemegang lisensi.

Sanksi yang diberikan untuk masalah desain industri berupa pidana dan
denda.
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 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan

oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk
selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuanya
kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Jangka waktu perlindungan hak ini diberikan selama 10 tahun sejak
pertama kali desain tersebut di eksploitasi secara komersial.hak ini dapat
beralih/dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab
lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan.

Sanksi yang diberikan untuk masalah desain tata letak sirkuit terpadu berupa
pidana dan denda. (Lenovo-PC/Documents/A HKI/HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL _ de' bhora's blog.htm)

Setiap ide-ide yang cemerlang dan kreatif yang tercipta dari seseorang atau
sekelompok orang sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang
berguna dan memberi dampak baik dari berbagai aspek perlu di akui dan perlu
dilindungi, agar ide-ide cemerlang dan kreatif yang telah diciptakan tidak diklaim
atau di bajak oleh pihak lain. Untuk itu diperlukan wadah yang dapat membantu
dan menaungi ide-ide cemerlang dan kreatif tersebut. Untuk tingkat internasional
organisasi yang mewadahi bidang HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) adalah
WIPO (World Intellectual Property Organization).

Di Indonesia sendiri untuk mendorong dan melindungi penciptaan,
penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu pengetahuan, seni, dan
sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa, maka
dirasakan perlunya perlindungan hukum terhadap hak cipta. Perlindungan hukum
tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik
untuk tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan,
seni dan sastra di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, Undang-undang yang melindungi karya cipta adalah Undang-
undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, dan telah melalui beberapa
perubahan dan telah diundangkan Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang-
Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mulai berlaku 12 (dua belas)
bulan sejak diundangkan. Tidak hanya karya cipta, invensi di bidang teknologi
(hak paten) dan kreasi tentang penggabungan antara unsur bentuk, warna, garis
(desain produk industri) serta tanda yang digunakan untuk kegiatan perdagangan
dan jasa (merek) juga perlu diakui dan dilindungi dibawah perlindungan hukum.
Dengan kata lain Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) perlu didokumentasikan
agar kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat
dihindari atau dicegah. (http://dinnirwanrusti20.blogspot.co.id/2014/09/makalah-
hak-atas-kekayaan-intelektual.html)

Dari beberapa uraian  terdahulu  maka permasalahan yang diteliti adalah :
1. Apakah Hak Atas Kekayaan Intelektual ?
2. Apakah Manfaat pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual ?
3. Bagaimana prosedur pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual ?
4. Apakah kendala atau permasalahan dalam kaitan dengan Hak Kekayaan

Intelektual ?
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B. Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan

jenis penelitian diskriptif. Bogdan dan Taylor (dalam Sugiono, 2010)
menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan
data deskriptif, yaitu data berupa ucapan atau tulisan dan prilaku yang dapat
diamati dari orang-orang itu sendiri. Penelitian kualitatif lebih melihat sesuatu
sebagaimana adanya dalam suatu kesatuan yang saling terkait, yang lebih
menekankan pada proses daripada pada dampak atau hasil (Moleong, 2005 : 44).
Penelitian ini  menggunakan kajian yuridis sosiologis, yaitu penelitian dengan
mengkaji  peraturan yang berlaku  dan dikaitkan dengan penerapannya di dalam
kehidupan masyarakat.

C. Pembahasan
1. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HaKI) atau Hak Milik
Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property
Rights (IPR) atau Geistiges Eigentum, dalam bahasa Jermannya. Istilah atau
terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya
pada tahun 1790. Adalah Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak
milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini
bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. HKI terdiri dari
tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual.

Kalau dilihat secara historis, undang-undang mengenai HaKI pertama kali ada
di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton,
Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam
kurun waktu tersebut, dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka.

Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian di adopsi oleh kerajaan
Inggris di jaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai
paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623). Amerika Serikat
baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam
bidang HaKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention
untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention
1886 untuk masalah copyright atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi
tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar
informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua
konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama the United
International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian di
kenal dengan nama World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO
kemudian menjadi bahan administratif khusus di bawah PBB yang menangani
masalah HaKI anggota PBB. Sebagai tambahan pada tahun 2001 WIPO telah
menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia.

Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun
dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil
produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra,
gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa HaKI atau HKI adalah hak yang berasal
dari hasil kegiatan kretif suatu kemampuan daya berpikir manusia yang
mengepresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki
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manfaat serta berguna dalam menunjang khidupan manusia, juga mempunyai nilai
ekonomis yang melindungi karya-karya intelektual manusia tersebut.
(http://dinnirwanrusti20.blogspot.co.id/2014/09/makalah-hak-atas-kekayaan-
intelektual.html)

2. Manfaat pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual
Adapun Manfaat Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah :

a. Memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta inventor
dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan
hasil dari kreativitasnya dengan menyampingkan sifat tradisionalnya.

2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investor.
3. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan

penemuan baru di berbagai bidang teknologi.
4. Sistem Paten akan memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan

penemu-penemu baru.
5. Peningkatan dan perlindungan HKI akan mempercepat pertumbuhan

industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan
ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan
kebutuhan masyarakat secara luas.

6. Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku/ etnik dan
budaya serta kekayaan di bidang seni, sastra dan budaya serta ilmu
pengetahuan dengan pengembangannya memerlukan perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual (HKI) yang lahir dari keanekaragaman
tersebut.

7. Memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong
kreatifitas bagi masyarakat.

8. Mengangkat harkat dan martabat manusia dan masyarakat Indonesia.
9. Meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi

Indonesia.
Peran dan tantangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia:
1. Menciptakan iklim perdagangan dan investasi ke Indonesia
2. Meningkatkan perkembangan teknologi di Indonesia
3. Mendukung perkembangan dunia usaha yang kompetitif dan spesifik dalam

dunia usaha.
4. Meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi ekspor

dan bernilai komersial.
5. Mempromosikan sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki.
6. Memberikan reputasi internasional untuk ekspor produk lokal yang

berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah. (Aspek Hukum dalam
Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek, Oleh Emawati
Junus, 2003)

3. Prosedur Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual
Menurut UU Nomor 14 Tahun 2001, Paten berarti Hak Eksklusif yang

diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang
untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Cara
Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten, Hak Cipta, Merek.
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Dalam masalah paten, ada ketentuan bahwa pemegang paten wajib melaksanakan
patennya di wilayah Indonesia. Itu artinya, ia mesti memproduksi patennya di
Indonesia, mulai dari investasi, penyerapan tenaga kerja, hingga masalah transfer
teknologi. Cara Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten,
Hak Cipta, Merek.
Untuk prosedur paten di dalam negeri disebutkan, bahwa :
1. Pemohon paten harus memenuhi segala persyaratan.
2. Dirjen HAKI akan mengumumkannya 18 (delapan belas) bulan setelah

tanggal penerimaan permohonan paten.
3. Pengumuman berlangsung selama 6 (enam) bulan untuk mengetahui apakah

ada keberatan atau tidak dari masyarakat.
4. Jika tahap pengumuman ini terlewati dan permohonan paten diterima, maka

pemohon paten berhak mendapatkan hak patennya untuk jangka waktu 20
(dua puluh) tahun sejak terjadi filling date.Cara Pendaftaran Hak Atas
Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten, Hak Cipta, Merek.

Adapun prosedur pendaftaran yang diberlakukan oleh Dirjen HAKI adalah
sebagai berikut :
1. Permohonan Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah

disediakan, dalam Bahasa Indonesia yang kemudian diketik rangkap 4
(empat).

2. Dalam proses pendaftaran paten ini, pemohon juga wajib melampirkan hal-hal
sebagai berikut:

3. Surat Kuasa Khusus, apabila permohonan pendaftaran paten diajukan melalui
konsultan Paten terdaftar selaku kuasa;
 Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang

bukan penemu;
 Deskripsi, klaim, abstrak serta gambar (apabila ada) masing-masing

rangkap 3 (tiga);
 Bukti Prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa

Indonesia rangkap 4 (empat) (apabila diajukan dengan Hak Prioritas);
 Terjemahan uraian penemuan dalam bahasa Inggris, apabila penemuan

tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, dibuat dalam
rangkap 2 (dua);

 Bukti pembayaran biaya permohonan Paten sebesar Rp. 575.000,- (lima
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan Cara Pendaftaran Hak Atas
Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten, Hak Cipta, Merek.

 Bukti pembayaran biaya permohonan Paten Sederhana sebesar Rp.
125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pemeriksaan
substantif Paten Sederhana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh
ribu rupiah);

 Tambahan biaya setiap klaim, apabila lebih dari 10 (sepuluh) klaim: Rp.
40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per klaim.

1. Penulisan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar sebagaimana dimaksud
diatas ditentukan sebagai berikut :

 Setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya saja yang boleh
dipergunakan untuk penulisan dan gambar;

 Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis
yang terpisah dengan ukuran A-4 (29,7 x 21 cm ) dengan berat minimum
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80 gram dengan batas : dari pinggir atas 2 cm, dari pinggir bawah 2 cm,
dari pinggir kiri 2,5 cm, dan dari pinggir kanan 2cm; Cara Pendaftaran
Hak Atas Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten, Hak Cipta, Merek.

 Kertas A-4 tersebut harus berwarna putih, rata tidak mengkilat dan
pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di
bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar);

 Setiap lembar deskripsi, klaim dan gambar diberi nomor urut angka Arab
pada bagian tengah atas;

 Pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim, harus diberi
nomor baris dan setiap halaman baru merupakan permulaan (awal) nomor
dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim;Cara Pendaftaran Hak
Atas Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten, Hak Cipta, Merek.

 Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta (toner) warna
hitam, dengan ukuran antar baris 1,5 spasi, dengan huruf tegak berukuran
tinggi huruf minimum 0,21 cm;

 Tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat
ditulis dengan tangan atau dilukis;

 Gambar harus menggunakan tinta Cina hitam pada kertas gambar putih
ukuran A-4 dengan berat minimum 100 gram yang tidak mengkilap
dengan batas sebagai berikut : dari pinggir atas 2,5 cm, dari pinggir bawah
1 cm, dari pinggir kiri 2,5 cm, dan dari pinggir kanan 1 cm;

 Seluruh dokumen Paten yang diajukan harus dalam lembar-lembar kertas
utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, rusak atau gambar yang
ditempelkan;

 Setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan
gambar harus konsisten antara satu dengan lainnya. Cara Pendaftaran Hak
Atas Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten, Hak Cipta, Merek.
Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan cara mengisi
formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dengan
melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 2.000.000,-
(dua juta rupiah).
Dan berdasarkan penjelasan di atas, setelah terdaftarnya hak paten atas

nama inventornya, maka menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang paten,
dan hak eksklusif yang akan diperoleh pemegang paten adalah hak untuk
melaksanakan sendiri hak paten yang dimilikinya, memberikan hak lebih lanjut
kepada orang lain dan hak untuk melarang orang lain untuk melaksanakan
patennya tanpa adanya persetujuan dari pemegang paten.

Demikian Prosedur Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI ),
Hak Paten, Hak Cipta, Merek. ini hanyalah gambaran deskripsi Prosedur
Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HaKI ), Hak Paten, Hak Cipta,
Merek. Jadi bukan sebagai acuan nominal rupiah yang menjadi patokan.

Pendaftaran Hak Cipta
Dalam memudahkan pembuktian kepemilikan suatu hak cipta Undang-

Undang Hak Cipta 1982 mengatur tentang pendaftaran ciptaan di dalam pasal 29.
Pada penjelasannya, disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan itu tidak mutlak
diharuskan, karena tanpa didaftarkanpun hak cipta atas suatu ciptaan di bidang
ilmu pengetahuan, seni dan sastra tetap dilindungi oleh Undang-Undang Hak
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Cipta Indonesia. Hanya saja mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan
mengalami kesulitan dan lebih membutuhkaan waktu dalam pembuktian
kepemilikan hak ciptanya. (Rooseno Harjowidigdo, S.H: 1993, hlm. 40.)

Dalam Peraturan Menteri Kehakiman tersebut ditentukan bahwa permohonan
pendaftaran ciptaan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktur Paten dan Hak
Cipta, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangn, Departemen
Kehakiman. Tetapi dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor
15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1988,
maka permohonan pendaftaran ciptaan itu tentunya diajukan kepada Menteri
Kehakiman melalui Direktur Hak Cipta, Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek,
Departemen Kehakiman. (Rooseno Harjowidigdo, S.H. : 1993, hlm. 41)

4. Apakah kendala atau permasalahan dalam kaitan dengan Hak Kekayaan
Intelektual

Adapun kendala yang ditemui sehubungan dengan pendaftaran Hak
Kekayaan Intelektual antara adalah :
1. Kurang informasi bagi pihak–pihak yang menghasilkan Hak Kekayaan

Intelektual;
2. Kurangnya kepedulian dari pihak-pihak yang menghasilkan Hak Kekayaan

Intelektual;
3. Biaya pendaftaran yang relatif mahal untuk pendaftaran Hak Kekayaan

Intelektual.

E. Kesimpulan
1. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu
hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya
ciptanya. Obyek utama dari HaKI adalah karya, ciptaan, hasil buah
pikiran, atau intelektualita manusia. HaKI dapat beralih dan dialihkah
karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab lain yang
dibenarkan perundang-undangan

2. Manfaat pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual
Adapun banyak manfaat pendaftaran  Hak Atas Kekayaan Intelektual
(HKI) antara lain adalah :

a. Memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta inventor
dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan
hasil dari kreativitasnya dengan menyampingkan sifat tradisionalnya.

b. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investor, sehingga investor tidak
ragu menginvestasikan modalnya di negara tersebut.

c. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan
penemuan baru di berbagai bidang teknologi.

3. Prosedur pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual
Untuk mendaftarkan Hak  Atas Kekayaan Intelektual, setelah memenuhi
segala persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, dilakukan
pendaftaran  di kantor Direktorat Jenderal Hak Atas Kekeyaan Intelektual
yang ada di Jakarta. Di tujukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktur
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Paten dan Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangn,
Departemen Kehakiman.

4. Kendala atau permasalahan dalam kaitan dengan Hak Atas Kekayaan
Intelektual
Kendala sehingga banyak yang tidak melakukan perdaftaran anatar lain,
kurang sosialisasi, merasa kurang bermanfaat, manfaat yang didapat dari
pendaftaran, dirasa kurang sebanding dengan biaya dan pengorbanan yang
dilakukan, serta alasan lainnya.
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